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Abstrak 
 
 

Di Indonesia mengenai Permasalahan tanah ulayat, dapat dikatakan sangat 
rumit serta seringkali tumpang tindih, baik dalam kepemilikan maupun status. 
Misalnya tidak ada batas yang jelas antara tanah ulayat dengan tanah negara, 
yang secara awam ada yang menyebutnya bahwa pada hakekatnya tanah ulayat 
tergolong tanah negara. Yang sebenarnya dalam paradigma Hukum Adat, tanah 
ulayat yang didalamnya terdapat hak dari masyarakat hukum adat, yang kerap 
dikenal sebagai hak ulayat. Regulasi hak ulayat masyarakat hukum adat dapat 
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria- selanjutnya 
disingkat UUPA) serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badab 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian 
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.  Namun dalam kebijakan yang 
dilakukan oleh semua pihak, khususnya pemerintah, dalam implementasinya 
dibutuhkan pemahamann yang utuh terhadap hak ulayat, yakni tentang struktur 
kemasyarakatan (pola kekuasaannya) yang mempunyai kewenanngan terhadap 
tanah wilayahnya. Sehingga benar-benar adanya pengakuan dan penghormatan 
hak ulayat masyarakat hukum adat. 
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